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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang mempunyai banyak sistem dan 

perannya sebagai pusat pemerintahan mulai dari pemerintahan Republik Indonesia 

hingga daerah. Selain itu, juga pusat penunjang perekonomian, bisnis center, 

perdagangan, jasa perbankan, keuangan serta, sebagai pintu gerbang utama masuk 

dan keluarnya wisatawan mancanegara. Oleh karena itu kondisi pembangunan di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mempunyai skala potensi yang sangat besar, 

dan mempunyai berbagai tantangan dan banyaknya permasalahan yang akan timbul 

di bandingkan di daerah lainnya. Dari berbagai tantangan dan permasalahan 

tersebut sangat  diperlukan teknik perencanaan yang tersktruktur serta menyeluruh 

guna mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan yang ada di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta berbagai macam masalahnya yaitu dengan 

lebih memperhatikan keempat pilar pembangunan mulai dari Sosial, Ekonomi, dan 

Lingkungan hidup yang harus didukung oleh pilar Aparatur serta Birokrasi. 

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “bahwasannya Fakir miskin dan 

anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Maksud fakir miskin di pasal tersebut 

dapat di artikan melalui para pengemis dan gelandangan. Para pengemis dan 

gelandangan ini masih banyak dijumpai di daerah perkotaan, di jalanan, pusat 

keramaian, lampu merah, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian, Anak-anak 

terlantar seperti anak-anak jalanan atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya 

karena kemiskinan yang melanda.” 

Pemerintah dan Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang mana tercantum dalam “Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang menggantikan Undang 
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Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian disebutkan dalam 

Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang no 14 tahun 2019 yang berbunyi “ Perlindungan 

Sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan 

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 

dengan kebutuhan dasar minimal. Selanjutnya Perlindungan Sosial yang sebagai 

mana yang di maksud yaitu: 

a. Bantuan Sosial 

b. Advokasi Sosial 

c. Pemberian akses Bantuan Hukum 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis, disebutkan 

“bahwa titik permasalahan pengemis dan gelandangan di daerah-daerah tersebut di 

sebabkan oleh latar belakang dan situasi yang berbeda. Maka dari itu Pemerintah 

Daerah diberi wewenang kebijaksanaan khusus untuk melakukan upaya dalam 

usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat menerapkan 

rencana dan usahanya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut.” 

Masalah umum yang melanda perkotaan saat ini adalah semakin banyaknya 

anak-anak tunawisma, gelandangan dan pengemis, yang keberadaannya tidak dapat 

dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Isu-isu sosial tersebut akhirnya memicu 

para rezim daerah DKI Jakarta buat memberikan aturan tidak boleh mengemis. 

Keberadaan pengemis, gembel dan anak jalanan DKI Jakarta telah menyebabkan 

kekacauan umum yang ditandai dengan kekacauan dan membawa 

ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Pada hakekatnya masalah umum anak 

jalanan, gembel serta orang mengemis sangat terhubung pada permasalahan 

ketentraman serta kepatuhan masyarakat. Banyaknya orang mengemis dan gembel 

menimbulkan banyak gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Menyikapi berbagai permasalahan di atas maka dikeluarkanlah  Peraturan 

Daerah Khusus Ibukota  Jakarta No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum oleh 
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Pemerintah Daerah DKI Jakarta. 1  Peraturan Daerah tersebut ialah pengganti dari 

Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 dan Perda Jakarta Nomor 3 Tahun 1972, 

yang dimana perda tersebut telah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat DKI 

Jakarta sekarang.” 

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 yang mengatur 

tentang “Ketertiban Umum sudah seharusnya diaplikasikan guna tercapainya 

kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Ibukota Jakarta.”  

Peraturan Daerah juga menjadi pedoman dasar untuk melindungi masyarakat 

dan infrastruktur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sasaran hukum termasuk 

kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, pedagang kaki lima, pengamen, 

anak jalanan, dan pembersih mobil. 

Kondisi ketertiban sosial menjadi subyek peraturan daerah untuk mencapai 

tujuan ini, bukan cuma tanggung jawab serta kewenangan penguasa, namun pula 

tanggung jawab warga, individu, dan lembaga. Ikut serta dalam menumbuhkan, 

memelihara dan melaksanakan ketertiban sesuai dengan peraturan daerah yang 

terkandung di dalamnya. 

Tujuan dibentuknya Peraturan Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum ialah “untuk mewujudkan DKI Jakarta yang tertib, 

tentram, nyaman, bersih dan indah. Maka dari itu mendorong pemerintah daerah  

untuk mengadakan pengaturan di bidang ketertiban umum yang dapat melindungi 

warga kota dan juga prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut harus dijalankan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.” Bagi pengamatan peneliti peraturan daerah 

yang hingga sekarang belum terimplementasikan dengan bagus ialah Peraturan 

Daerah  Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 pasal 40(a) yang berisi 

“menganai larangan bagi setiap orang atau badan untuk menjadi pengemis serta 

menyuruh orang lain mengemis.” 

 
1 Putri Addina dan Fokky Fuad, “Budaya Hukum Pengemis di DKI Jakarta”, Lex Jurnalica 

Vol 12 No 2, Agustus 2015, hlm. 117-119 
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Distribusi total PMKS (penyandang permasalahan keselamatan sosial)  tiap 

wilayah administrasi DKI Jakarta tahun 2020 dapat diamati di atas. Total  PMKS 

sangat luas terdapat di Jakarta Selatan yaitu mencapai 30,07%. Kota dengan total 

PMKS terbanyak kedua adalah Jakarta Utara (22,83%), disusul Kota Jakarta Barat 

(20,65%), Kota Jakarta Timur (13,77%) serta Kota Jakarta Pusat (12,68%). PMKS 

sangat sedikit ada di Jakarta Pusat, sebab Jakarta Pusat merupakan ibu kota dan 

pusat kegiatan pemerintahan, sehingga mendapat perhatian lebih. Namun, 

diharapkan kota-kota lain juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah, 

sehingga total PMKS di tiap area administrasi DKI Jakarta juga akan menurun. 

Jumlah pengemis di Jakarta selatan menurun dari 2018 ke 2020, dan jumlah 

gelandangan menurun dari 2018 ke 2020, namun jumlah anak jalanan mengalami 

peningkatan pada tahun 2019. Maka, dapat disimpulkan dari informasi tersebut 

bahwa pemerintah masih belum menjadi pilihan terbaik dalam mengatasi jumlah 

PMKS di Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 40(a) Peraturan Daerah DKI Jakarta 

Tahun 2007 Nomor 8.  

Lingkungan Kebayoran Lama merupakan tempat yang lebih banyak tempat 

umum dibandingkan pemukiman. Di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama 

memiliki titik rawan PMKS paling banyak, yaitu 16 titik. Titik-titik tersebut 

tersebar di Pasar Cipulir, perempatan Seskoal, perempatan Pos Pengumben, 

perempatan Permata Hijau, Ruko Bank Windu, Pasar Kebayoran Lama, vihara 

Kebayoran Lama, Pasar Bata Merah, underpass SMA 29, Gandaria City, 

perempatan Pondok Indah, perempatan Lebak Bulus, perempatan Fedex, 

Bundaran Pondok Indah, perempatan Lebak Bulus, dan eks Terminal Lebak 

Bulus. 

Berdasarkan masalah yang sudah di jelaskan di atas penulis sangat tertarik 

untuk mengangkat menjadi sebuah judul skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI PASAL 40(A) PERATURAN DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN 

UMUM DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA DI TINJAU DARI 

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” 
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B. Rumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang tersebut, bisa disebutkan pangkal permasalahan 

yang hendak diulas dalam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme penanganan pengemis di Kebayoran 

Lama sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 

tahun 2007 tentang Ketertiban Umum? 

2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan 

penanganan Pengemis di Kecamatan Kebayoran Lama sesuai dengan 

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum? 

3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan 

kebijakan penanganan Pengemis di Kecamatan Kebayoran Lama 

berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 8 tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Dilihat dari kesimpulan pertanyaan tersebut, hingga sasaran dari riset  

merupakan selaku selanjutnya : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme penanganan Pengemis di 

Kebayoran Lama sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 8 Tahun 2007. 

2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi 

hambatan penanganan Pengemis di Kecamatan Kebayoran Lama sesuai 

dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan 

kebijakan penanganan Pengemis di Kecamatan Kebayoran Lama 

berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 

tentang Ketertiban Umum. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat teoritis serta efisien dari penelitian ini, ialah : 

1. Secara Teoritis yaitu: 

a. Membagikan wawasan serta pembangunan dalam program studi 

Hukum Tata Negara. 

b. Untuk membagikan sumber pandangan mengenai pelaksanaan dalam 

menangani PMKS di daerah Kebayoran Lama.  

2. Secara Praktis yaitu: 

a. Memberikan pemahaman khususnya untuk masyarakat Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta terkait mekanisme penanganan PMKS sehingga 

masyarakat Ibukota Jakarta dapat ikut serta dalam menumbuhkan, 

memelihara dan mengimplementasikan perda tersebut. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan serta menambah 

pengetahuan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota 

Ibukota Jakarta khususnya Pemerintah di Kecamatan Kebayoran Lama 

Jakarta Selatan.  

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pemerintah Daerah yang disebut juga dengan Kepala Daerah memiliki 

kewenangan memimpinnya pelaksanaan dari berbagai urusan yang terdapat di pusat 

rezim wilayah jadi kewenangan di daerah otonom, oleh karenaa itu disebutkan 

dalam “Undang-Undang no 02 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan 

atas Undang-Undang no 23 tahun 2014” Sedangkan tugas pemerintah daerah adalah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada pada pemerintah daerah dan 

DPRD sesuai dengan asas ekonomi, dan memberikan bantuan berdasarkan sistem 

dan prinsip negara kesatuan, serta bertumpu pada asas otonomi luas. Republik 

Indonesia tahun 1945.”  
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Satjipto Rahardjo menyampaikan kalau dasar negara hukum ialah faktor berarti 

serta inti dari negara hukum. Rule of law itu sendiri juga bisa disebut sebagai 

jantung dari rule of law, karena rule of law merupakan landasan terpenting dan 

terluas bagi lahirnya rule of law itu sendiri.2  

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 

dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi 

yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya: 

 Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi 

sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

kebijaksanaan sebelumnya. 3 

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno membatasi implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-

kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.4 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 

tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil 

kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses 

yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

 
 2 H. Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), Hal 135-136.  
 3 Budi Winarto, Apakah Kebijaksanaan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, 
(Yogyakarta: Media Presindo, 2002) hlm. 14. 

4 A W Sholihin, Analisis Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) 
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Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 

dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih.  

Meter dan Horn dalam suharsono mengemukakan bahwa terdapat enam 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;  

1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran 

kebijakan kabur. 5 

2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 

3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program.  

4) Karakteristik pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program.  

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di 

lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.  

6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 

untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap 

kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementor. 

 
5 Suharsono, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: UNY Press) 
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 Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 

dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari 

hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

Negara terbentuk atas proses pemenuhan unsur kepada pemenuhan unsur 

lainya. Penyempurnaan unsur negara ini menyebabkan kapasitasnya sebagai 

etentitas politik yang memiliki subyek hukum. Proses terjadinya negara secara 

primer maupun sekunder berhubungan erat dengan syarat-syarat adanya penduduk, 

wilayah dan pemerintah sebagai unsur pokok yang harus dipenuhi untuk eksistensi 

keberadaanya. Unsur Sekunder pengakuan atas adanya negara oleh internasional. 

Melihat teori negara didalam negara kesejahteraan bahwa Indonesia, dalam konsep 

kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni 

serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk 

meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sebagai sebuah proses 

untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah ‟kesejahteraan‟ sejatinya tidak perlu 

pakai kata ‟sosial‟ lagi, karena sudah jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang 

termasuk dalam wilayah pembangunan sosial. 

Walfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang 

di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial 

(social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial 

dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Negara 

Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang mengusung gagasan Negara 

kesejahteraan (walfare State) hal ini karena di dalam pembukaan UUDRI 1945 

terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan Negara 

kesejahteraan itu. Gagasan Negara kesejahteraan sebagai sebuah konsep, bukan 

terlahir dari sebuah ihtiar pendek. Ditilik dari perspektif sejarah, Walfare State hadir 

dalam bayang-bayang pergumulan dua ideologi ekstrim yakni, individualisme dan 
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kolektivisme. Dalam perkembangan selanjutnya gagasan Negara kesejahteraan 

berkembang menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa varian. 

Meskipun konsep negara kesejahteraan tidak tercantum secara normatif (tegas) 

dalam UUD 1945, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan sebagai 

negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan. 

Ditinjau dari sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah 

Jepang meresmikan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah untuk mempelajari dan 

menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, 

tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan 

negara Indonesia merdeka. Dengan tercetusnya Pancasila sebagai dasar negara 

itulah yang kemudian pokok pikiran Pancasila menjadi dasar bahwa Indonesia 

adalah negara kesejahteraan.6 

 “Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 Tahun 2007 Tentang 

Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta. Yang mana salah satu  peraturannya berkaitan dengan 

pelanggaran memberi uang kepada pengemis.” 

Perbuatan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu disekitar keramaian dan 

ketertiban dijalan, hal tersebut dirasa kurang pantas dan sangat memalukan. 

Jimly Asshiddiqie mengatakan penegakan adalah proses pengambilan berbagai 

tindakan untuk melaksanakan norma hukum dengan cara benar, selaku prinsip sikap 

kemudian rute ataupun setiap ikatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta 

berbangsa. Penguatan  hukum memiliki maksud yang besar, yaitu penguatan 

hukum. Mengaitkan berbagai seluruh poin hukum dalam sesuatu ikatan hukum. 

Setiap orang yang melaksanakan ketentuan normatif ataupun melakukan suatu 

ataupun tidak melaksanakan suatu sesuai dengan norma hukum yang legal berarti 

dia sedang melaksanakan atau melaksanakan aturan hukum. penegakan hukum, 

 
6 Ibid., hlm. 175-177. 
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sejauh menyangkut subjek, penegakan hukum hanya merujuk pada usaha yang 

dicoba oleh petugas penegak hukum khusus buat membenarkan serta menjamin 

berjalannya daulat hukum. Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, aparat 

penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan bila diperlukan.7 

Peraturan kebijakan yang mengatur masalah negara berdasarkan hukum Islam 

berarti siyasah sar'iyah. Abdurahman Taj dapat menekankan definisi ini, ia 

menetapkan siyasah sar'iyah sebagai undang-undang yang mengatur kepentingan 

nasional, mengatur masalah rakyat sesuai dengan ruh (semangat) hukum Syariah 

dan dasar universal untuk tujuan menciptakan manfaat, sekalipun pengaturan 

tersebut tidak diperoleh oleh Al-Qur'an Dan konfirmasi hadits.  

Bahansi menjelaskan bahwa siyasah sar'iyah didasarkan pada ketentuan syara 

untuk kepentingan manusia, sedangkan para ahli hukum yang dikutip oleh Khalaf 

mengartikan siyasah sar'iyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan politik. tidak ada perselisihan khusus tentang ini.  

Menurut sifat siyasah syar'iyah, bisa disimpulkan kalau pangkal utama siyasah 

syar'iyah ialah wahyu Al-Qur'an serta As-Sunnah. Pangkal tersebut dijadikan 

referensi untuk pemangku kepentingan pemerintah buat merumuskan peraturan, 

perundang-undangan, serta standarisasi kehidupan berbangsa.8  

Dari batasan-batasan di atas, bisa disimpulkan kalau objek penelitian Fiqh 

Siyasah antara lain mengatur hubungan masyarakat negeri dengan masyarakat 

negeri, ikatan masyarakat negeri dengan badan negeri, serta ikatan badan negeri 

dengan badan negeri, semuanya berada dalam satu negara. Hubungan internal. Dan 

hubungan luar negeri suatu negara, di semua bidang kehidupan.9 

 
 7 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: 
Deepublish, 2015), hlm. 12. 

8 Beni Ahmad Saebani dan  Januri., Fiqh Usul Fiqh. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 

2009), hlm 25  

 9 Djazuli, H. A. FIQIH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 
Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). hlm,29 
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Sebagaimana dinyatakan dalam fiqh siyasah duliyah serta fiqh siyasah dauliyah, 

dalam fiqh siyasah maliah pengaturannya berorientasi pada kepentingan umat. Oleh 

sebab itu, pada fiqh siyasah maliyah terdapat ikatan diantara beberapa aspek 

tersebut, ialah orang, harta benda, serta penguasa ataupun kewenangan.10  

Pakar ketatanegaraan Islam Al-Mawardi adalah pakar hukum yang 

mengembangkan teori tujuan nasional dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. 

Al-Mawardi mengatakan bahwa negara didirikan buat mengambil alih kewajiban 

kenabian mencegah agama serta mengatur bumi. 11 

Menurut Al-Mawardi, mengelola dunia berarti menciptakan tatanan sosial. 

Menurut Al-Mawardi, sumber-sumber ketertiban sosial adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan agama sebagai pengatur manusia  

2. Kekuasan politik legal dan wajib 

3. Keadilan, kemakmuran, serta ikatan yang serasi antara orang serta penguasa 

4. Sistem hukum serta peraturan perundang-undangan yang tertib dan 

menciptakan  rasa aman.  

5. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.  

Penerapan hukum Islam memiliki keragaman, hal tersebut bisa saja terjadi 

karena dalam syari‘ah telah dipersiapkan berbagai opsi hukum yang bisa 

dipergunakan  dalam suatu keadaan tertentu. Konsep azimah dan rukhshah juga 

merupakan suatu  bukti bahwasanya dalam syari‘ah telah dihadirkan berbagai cara 

serta upaya agar umat Islam terhindar  dari berbagai bentuk  kesulitan dalam 

menjalankan perintah agamanya. Perbedaan mainstream pemikiran keagaaman 

(termasuk hukum Islam) berpengaruh terhadap praktek dalam menjalanakan ajaran 

agama; pandangan umat Islam tentang cara salat Nabi ber-pengaruh pada praktek 

shalat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Perbedaan mengenai cara salat 

malam pada bulan ramadan (atau tarawih), qunut, penggerakan telunjuk dalam 

 
10 Djazuli, H. A. Ibid, hlm 177  

 11 Suntana, Ija.Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliah). Bandung: Pustaka 
Setia.2009.hlm.25. 
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tasyahud, nikah (perdebatan mengenai wali, saksi, dan nikah mut‘ah), praktek 

mubadalah, dan yang lainnya.  

Keragaman praktik hukum Islam juga terjadi melalui perjanjian- perjanjian 

bilateral dalam praktik penanaman modal, perdagangan, dan perbankan yang 

dilakukan sesama umat Islam yang berbeda negara (mazhab). Keragaman praktek 

hukum Islam dalam bidang siyasah dapat dilihat  dalam aturan main (al-qanûn al-

dâkhilî) negara-negara “Islam” dan partai- partai politik “Islam.” Praktek hukum 

Islam di Malaysia berbeda dengan Indonesia.  

Allah telah menyediakan bumi, langit, dan segala isinya untuk semua manusia. 

Firman Allah dalam Q.S Lukman ayat 20:  

ا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْْرَْضِ وَاسَْبَغَ عَلَيْكُمْ نعِمََهٗ ظَاهِرَة   رَ لكَُمْ مَّ َ سَخَّ   الََمْ ترََوْا انََّ اللّٰه

بَاطِنَة  وَۗ  لَْ كِتٰ وَّ لَْ هُد ى وَّ ِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَّ نِيْرٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰه بٍ مُّ  

”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia 

ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau 

petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”12  

Dalil al-qur’an :  

آ أنَجَىٰهُمْ إِذاَ هُمْ يَبْغوُنَ فِى  عَ  فلَمََّ تَٰ أيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بغَْيكُُمْ عَلَىٰٓ أنَفسُِكُم ۖ مَّ
ٓ ِ ۗ يَٰ ٱلْْرَْضِ بغَِيْرِ ٱلْحَق 

   إلَِيْنَا مَرْجِعكُُمْ فَننُبَ ِئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثمَُّ 

“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat 

kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, 

sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil 

kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-

lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(Q.S Yunus ayat 23) 

Maksud dari ayat tersebut ialah haram hukumnya sebagai seorang Muslim 

berbuat Dzalim dan saling Mendzolimi. Membuat keresahan atau mengganggu di 

 
12 Anonimus, Al-qur’an tajwid dan terjemahan, Jakarta Timur : magfirah pustaka. 2006. 

Hlm 413  
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tempat yang masuk kategori kepentingan umum juga termasuk mengambil  hak 

individu lain, oleh sebab itu setiap orang yang membuat keresahan dan menggangu 

ketertiban umum meskipun alasannya sedang berdakwah atau sedang membuat 

suatu acara yang mengganggu masyarakat lainnya dapat dikatakan tidak boleh atau 

dilarang. 

Dalil Alhadits :  

, 489ص :  عن مالك عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيهأن   :” لَْ ضَرَرَ وَلَْ ضِرَرَ  ”(

الله عليه وسلم قال  رسول الله صلى   ( [ , الموطاء برواية يحيى بن يحيي بن 1461]ح : 

الْندلسي  كثير الليثي  

Rasulullah Saw bersabda: “Jangan merusak dan jangan saling membuat 

kerusakan.”  

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hukumnya haram apabila para manusia di muka 

bumi ini membuat kerusakan, menggaggu, dan membuat keresahan di tempat yang 

sifatnya umum yaitu secara tidak langsung serupa dengan membuat kehancuran 

yang sifatnya mengganggu suatu kemaslahatan umum yang sifatnya lebih besar. 

Oleh karena itu perbuatan tersebut hukumnya termasuk perbuatan yang haram. 

Kaidah Fikih :  

ةِ   1- أمُُوْرُ المُسْلِمِيْنَ مَحْمُوْلَةٌ عَلىَ الصِ حَّ

“Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik” 

 Dari ketentuan tersebut bisa dikatakan bahkan meskipun kemaslahatan 

umat Islam memiliki tujuan yang bagus, namun apabila sudah  berdampak pada 

timbulnya keresahan terhadap kemaslahatan umum dalam skala yang lebih besar,  

hukumnya tidak diperbolehkan. 

اعِيَّةِ مَنوُْطٌ بِالْمَصْلحََةِ   مَاِم عَلَى الرَّ فُ الِْْ  2-تصََرُّ

Artinya : “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan 

rakyat”  



15 
 

 
 

Dari kaidah itu bisa disimpulkan bahwasanya kepentingan atau 

kemaslahatan umum harus lebih di dahulukan daripada kepentingan segelintir 

orang atau individu yang lebih kecil, teutama yang dapat mengganggu ketertiban 

umum, seperti pengguna jalan umum untuk  mengamen, mengemis dan lain-lain. 

hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakteritiban. 

Secara skematik, alur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 1 Alur Penelitian 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sepengetahun penulis hingga saat ini sudah banyaknya di temukan karya tulis 

ilmiah yang baik berupa penelitian, tulisan hingga jurnal yang membahas tentang 

ketertiban umum. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan menyusun 

dan meninjau penelitian yang telah di lakukan sebelum-sebelumnya yang 

berhubungan dengan pokok bahasan mengenai ketertiban umum seperti yang 

sudah penulis susun dalam wujud bagan berikut ini: 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Dhea Nadila 

Nulhakim 

Pelaksanaan 

peraturan daerah 

nomor 4 tahun 2011 

tentang pedagang 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa perda 

no 4 tahun 2011 tentang 

penataan dan pembinaan 
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kaki lima dan sistem 

pengaturannya di 

jalan dalem kaum 

Bandung 

pedagang kaki lima masih 

belum terealisasi secara 

umum, oleh karena itu 

pemerintah melakukan 

penataan program dari 

pelaksanaan kebijakat perda 

dengan beberapa tahap, 

yakni pemerintah 

melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu ke pedagang 

kaki lima di daerah tersebut. 

Dari mulai tingkat 

kecamatan, kapolsek, 

koramil dilanjut dengan 

yang punya wilayah tersebut 

yaitu tingkat RT-RW, 

kemudian faktor pendukung 

dari diadakannya 

penanganan tersebut yaitu 

beberapa perangkat terkait 

dibantu oleh satgasus 

dengan sarana yang bisa di 

bilang memadai. Adapun 

Faktor penghambat dari 

penelitian ini yaitu masih 

banyaknya masyarakat yang 

belum begitu paham dengan 

perda tersebut. Kemudian, 

dari masyarakat sendiri juga 

menganggap petugas adalah 

musuh jadi seperti masih 
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ada ketidak percayaan 

masyarakat kepada petugas. 

Kemudian dari tinjauan 

siyasah dusturiyah sudah 

sesuai. 

2 Ridwan 

Ardiansyah 

Pelaksanaan fungsi 

dan Tugas Satuan 

Tugas Khusus 

(SATGASUS) dalam 

penataan dan 

pembinaan 

pedagang kaki lima 

di jalan Cihampelas 

Kota Bandung 

Tinjauan Siyasah 

Dusturiyah 

Dari hasil penelitian berikut 

yaitu: Fungsi dari pelaksaan 

serta tugas SATGASUS 

dalm mengatur serta 

membina pedagang kaki 

lima di Cihampelas Kota 

Bandung memiliki peran 

mengatur mulai dari tempat, 

lokasi jenis tanda, waktu 

serta aksesoris para penjual 

serta menjadi sumber dana 

dan fasilitator para 

pedagang kaki lima di 

daerah tersebut. Memanage 

tempat para pedagang kaki 

lima contohnya yang sudah 

terealisasi yaitu hadirnya 

“Teras Cihampelas” sebagai 

pusat sektor perdagangan 

dan ekonomi di daerah 

tersebut. Dari  tinjauan 

siyasah dusturiyah disebut 

juga “qitha ammah” yang 

berarti suatu bentuk 

tanggung jawab pemerintah 

dalam memberikan suatu 
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jaminan pemeliharaan yang 

disebut juga “ dhaman 

i’alah” yang diharapkan 

para pedagang kaki lima di 

daerah tersebut mendapat 

standar kehidupan yang bisa 

dibilang layak serta 

diharapkan mampu menjaga 

kemaslahatan milik umum 

baik pedagang kaki lima itu 

sendiri juga untuk 

masyarakat. 

 

Berdasarkan table hasil penelitian terdahulu di atas, banyak ditemukan 

pembahasan mengenai ketertiban umum pedagang kaki lima dalam tinjauan hukum 

positif dan hukum Islam. Namun, tidak  ada yang membahas tentang Implementasi 

“Pasal 40(A) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 8 Tahun 2007 Tentang 

Ketertiban Umum” di Kecamatan Kebayoran Lama dari Perspektif Siyasah 

Dusturiyah. Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis untuk bahan rujukan dan 

juga memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penulis angkat dalam 

skripsi ini. 

  


